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TENTANG

PE DOM AN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN. PENGANGKATAN , DAN
PEMRERHENT1AN KEPALA LINGKUNGAN

DENG AN RAD MAT TUHAN YANG MAH A ESA

WAL1 KOTA MEDAN,

Meni inbang : a. babvea pcmbenan otonomi kcpada daerab a dalah
dalam rangka untuk memperoepaT. tcrwujudnya
kcscjahteraan masyarakat mdalui peningkatars
pekiyanan, pemberdayaan , dan peran serta
masyarakat sehingga perlu pcdoman imtuk
mcmbenUik lingkungan dan perangkatnya dalam
mendukung
pemerirUaban f pembangunan. dan kemasyarakauiri
di tingkai. Kelurahan;

kelancaran pel ak$a naan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagamiana
dimaksud dalam huruf a perlu membcntuk
Peraturan Daerah t.entang Pedoman Pembentukan
Lingkungan , Pengaogkamn , Dan Pemberhentian
Rcpala Lingkungan ;

: 1 . Pa sal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2 . Lndang-Undang Nomor S Drt Tahun 1956 ten rang
Pcmbcntu-kan Dacrah Otonom Kora-Kota Resar
Da lam Lingkungan Dacrah Propinsi 8urnatera
Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Kcpublik Indonesia Nomor 1092):

3 . Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang
Pelayanan Publik (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambaban
T -ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038] ,

4 . Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 i.entang
Aparatur Sipil Negara (l ^embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494J ;



2

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 renting
Pcrrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah bcberapa kali tevakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679] ;

6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7, Peraturan Pemcrintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
Tentang Pembentukan Kecamatan Berasragi Dan
Mardmding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilavah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilavah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Dairj Dari Kecamatan Medan
Petisah , Medan Tembung. Medan Helvetia. Medan
Polonia, Medan Maimun , Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilavah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilavah Propinsi
Daerah Tingkat J Surnatcra LItara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67) ;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten -Kabu paten
Daerah Tingkat II Simalungun , Dairi. Tapanuli
Selatam Karo, Tapanuli Ulara. Tapanuli Tengah,
NiaSj Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ;

[
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

1 L Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Relayanan Publik ( I^embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215*
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

r

i

i
13. Peraturan Pemerintah Nomor IS Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114 *
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan
( Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 1 );

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah
Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan

WALI KOTA MEDAN
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MEMUTUSKAN:

Meneuipkan : PERATERAN DAERAH TENTANG PEDOMAft
PEMBENTUKAN L1 NGKUNGAN , PENGANGKATAN , DAN
PEMBERHENT1AN KEPALA LINGKljNGAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1I
Dalam Pcraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1 . Daerah adalah Kota Medan.

2 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakvat daerah menu rut. asas otonomi dan l.ugas pemba ntuan
dengan prinsip otonomi aeluas-luasnya da lam sistcm dan p t in sip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
daiam U ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tab u 11 1945.

3. Pemerintah Dacrah adalah
pcnyelenggara
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom .

Wall
Pemerintahan Daerah

Kota sebagai unsur
yang mem im pin

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan,

5. Dewart Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakvat dacrah yang
berkedudukan sebagai itnsur penyelenggara Pemerintahan
Dacrah.

b. Carnal adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang daiam
pclnksanaan rugasnya mernperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dart Wali Kota untuk menangani sebagian urusan
o t o n o m i daerah , dan menyelenggarakan tugas L i m u m

pemerintahan .

7 . Kccamatan adalah bagian wilayah dari Dacrah yang dipimpin oich
Ca rna t .

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalant wikiyah kerja
Kccamatan.

9. KHurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kccamatan \:ang
dipimpin oleh Lurah .
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10. KepaLa Lingkungan adalah unsur pelaksana tuga.s operational
kepala kdurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat
dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan .

11 . Lmgkungan adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang
dipimpin oleh Kepala Lmgkungan.

12, Bagian Wilayah Kerja adalah Wilayah yang tidak tet’masuk
Wilayah Kelurahan lain.

Kk l^embaga. Pem herdayaan Masyarakat* yang aeianjutnya disingkat
LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk alas prakarsa
masyarakat scbagai milra pemerintah daerah dalam menampung
dan mowLijudkan aspirasi terra kebutuhan masyarakat di hidang

pernbangunan .

14. Anggaran Kemlapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
diiet.apkan dengan Poraturan Daerah.

15. Apara 1.ur Sipil Negara, yang selanjulnya disirigkat ABN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

peijan dan kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

16. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang seLanjmnya disc but Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
peru ndang- u n dangan.

17. Pegawai Negeri Sipil , yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertenru , diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memperielas dan
mem pert egas landasan bukum terhadap keberadaan lingkungan
sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tmgkat

kelurahan .
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Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:
a . sebagai pcdoman dalam pembentukan lingkungan , pengangkatan

dan pembcrhentian kepala lingkungan; dan
b , memberikan kepastian hukum serta keivenangannya dalam

mcnjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelcnggara
pcmerintahan di tingkat kelurahan.

BAB III
RUANG LIMGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi .
a. pembentukan lingkungan ,
b. kepala lingkungan;
c. persiyaratan calon kepala lingkungan;
d . mekanisme pengangkatan calon kepala lingkungan;
e. kedudukan , tugas, dan fungsi kepala lingkungan;
f . pemberhentian kepala lingkungan;
g. masa bakti kepala lingkungan;
h . pendanaan; dan
i. inscntif .

BAB IV
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Bagiati Kesatu
Pembentukan

Pasal 5

f 1 ) Lin gk ungan dibentu k di wilavah kelu rahan,

(2) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )
bcrupa:
a pemekaran lingkungan; dan
b penggabungan lingkungan .

Paragraf 1
Pemekaran Lingkungan

Pasal 6

( 1 ) Pemekaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat ( 2 ) huruf a berupa pemecahan lingkungan untuk menjadi
dua atau lebih lingkungan baru.
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(2) Petmbemukan Ungkungan sebagaimana dimaksud pada a}'at (1)
adalah meru:pakan basil dari penataan wilayah lingkungan .

Paragraf 2
Penggabungan Lingkungan

Pasa! 7

Penggabungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat. (2) huruf b berupa penggabungan dua lingkungan atau lebib
yang bersanding dalam satu kelurahan menjadi lingkungan barm

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 8

( l ) Pern bentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
paling sedikit. harus memenuhi persyaratan:
a . jumlab penduduk;
b. luas wilayah;
c . bagian wilayah kerja; dan
d . Karana dan prasarana pemerintahan.

(2) Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi
inemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 )
dapat dilakukan penataan atau penghapusam

(3) Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada aval (2) dapat terjadi apabtla ada pemekaran atau
penggabungan lingkungan atau karena sebab-sebab lain .

(4) Penataan atau penghapusan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan atas kajian oleh Tim Kajian
Pembcntukan Lingkungan yang dibentuk Wall Kola.

(5) Setelah Tim Kajian Pembentukan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian, maka basil kajian
tersebut dtsampaikan kepada Wali Kota untuk selanjutnya
ditetapkan dalam satu Keputusan.

(6) Sebelum Wali Kota menetapkan pembentukan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , terlebih dahulu Wali Kota
meminta persetujuan kepada DPRD melalui rapat paripurna.
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Paragraf 1
Jumlah Penduduk

Pasal 9

( 1 ) Pembemukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf a wajib
mem iliki jumlah pond ad uk paling sedikit 150 ( seratus hma pnluh )

Kepala Keluarga.

(2 ) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat [1 ) dibcriakukan bagi kawasan
pcrumahan dan pcrmukiman .

(3) Fembcntukan lingkungan berdasarkan alas jumlah penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat [1 ] , dikccualikan bagi kawasan
pordagangan / jasa , industri , atau kawasan tertentu lairmya yang
jumlah pcnduduknya kurang dari 150 (seratus lima puluhj
Kepala Keluarga.

(4 ) Ketentuan lebth lanjut mengenai penctapan kawasan tertentu
lain mu dalam pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah
yjenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dongan keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Luas Wilavah

Pasal 10

( 1 ) Pembentukan lingkungan berdasarkan alas luas wilavah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 | huruf b wajib
rnemiliki luas wilavah minimal 1 (satuj hektar.

(2) Petnbenlukan lingkungan berdasarkan atas luas wilavah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberlakukan bagi kawasan
perumahan dan permukiman.

(3) Pembentukan lingkungan berdasarkan atas luas wilavah
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikeeualikan bagi kawasan
pordagangan / jasa, industri , atau kawasan tertentu lainnya .

(4J Ketentuan lebih lanjui mengenai penet.apan kawasan tertentu
lainnya dalam pembentukan lingkungan berdasarkan atas luas

wilavah sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) di tela plain dengan
Keputusan Wali Kot.a .



9

Paragra f 3
Bagian Wilayah Kerja

Pasal 11

( 1 ) Pembcntukan Lingkungan berdasarkan atas bagian wilayah kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c wajib
memiliki peta lingkungan yang ditetapkan Pemerintah Daerah,

(2) Peta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
niengenai penataan ruang daerah.

Paragraf 4
Satana Ban Prasarana Pemerintahan

Pasal 12

Pembcntukan lingkungan bcrdasarkan atas sarana dan prasarana
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) huruf d
wajib memiliki tempat pclayanan masyarakai.

BAB V
KERALA LINGKUNGAN

Pasal 13

( 1) Pada lingkungan diangkat seorang Kepala Lmgkur.gan yang
menrimpin tugas penyclenggaraan lingkungan.

[ 2] Kepnla Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diangkat
oleh Camat. atas usulan Lurah dcngan mempcrhatikan saran atau
pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempa’..

(3) Pengangkat.an Kcpala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
aval ( 2 ) berlaku pada kawasail perumahan dan perm u Liman .

( 4 ) Pengangkacan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
aval (2) dikecualikan kepada lingkungan yang wilayah
lingkungannya udak memiliki penduduk atau lingkungan yang
berada pada kawasan pcrdagangan/jasa 7 industri, atau kawasan
tertentu lainma yang dit.etapkan Wall Kota,

(5) Pengangkaran Kepals Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diangkat langsung oleh Camat atas usulan Lurah
yang domisilinya berada dalam wilayah kelurahan atau wilayah
kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan.!
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BAB VE
PERSYARATAN GALOOT KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 14

( I ) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus
merrier* u hi persyaratan umum dan persyaratan administraai .

( 2 ) Persyaratan umum sebagaimana dtmaksud pada ayat fl }, antara
lain :
a . bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mclaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta memelihara dan mcmpertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

c . berpendidikan paling rendah Sekoiah Menengah Atas atau
scdcrajat ;

d . berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sampai dengan 55 ( lima
puluh lima) tahun pada saat pencalonan;

e penduduk Ungkungan setempat, yang terriaftar dan bertempat
ringgal paling lturang 2 (dua) tahun terakhir terhitung
sebelum diterirnanva berkas pencalonan Kepala Lingkungan
oleh kurah yang dibuktik&n deng&n Kartu Keluarga dan Kartit
Tanda Penduduk;

f . herkelakuan baikr jujurf dan adil;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan

hukuman badan atau hukuman percobaan;
h . tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan atas putufian

pengadilan yang berkekuatan hukurrt tetap;
] . tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan aras

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena mclakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima ) tahun atau lebih ,
kecuali 5 (lima) tahun setelah sclesai menjalani pidana
penjara dan mcngumumkan secara jujur dan terhuka kepada
publik bahwa yang beraangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pclaku kejahatan berulang- ulang kecuali
dalam hal narkoba;

j. bertempat tinggal di lingkungan sef .empat dalam wilayah
kelurahan selarna menjabat;

k , metniliki kemauan , kemampuan , dan kepedulian dalam
rangka pclayanan pemermtahan, pembangunam dan
ke masvaraka t.a n ;

k !idak scdang berstatus sebagai Pegawai ASN /Tenaga
Honorer/Tenaga Marian Lepas atau karyawan Badan Usaha
Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah;

m. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan /atau tidak
sedang menduduki jabatan politik; dan

n . tidak menuntut unt.uk diangkat menjadi Pegawai ASN ,

i
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[ 31 PcrsyaraTan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
an tara lain :

fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di legal!sir oleh
Camat ;
fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

d . Surat K'eterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Pemerintah atau Pusai Kesehatan Masyarakai
( Puskesmas) ;
surat Keterangan Catalan Kepoll sian (SKCK) dari Kepolisian
Republik Indonesia;

Surat Keterangan Ticlak Tcrlibat Narkoba dari rumah sakit
pernermtah; dan
pasfoto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah ,

sebam ak 3 (tiga) lernbar.

a .

c .

e.

r.

£

BAB VII
MEKA.NJSME PENGANGKATAN CALOIN KEPALA LINGKUNGAM

Pasal IP

( 1 ) Calon Kepala Lingkungart diusulkan oleh Lurah kepada Camat
dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang
dalam masyarakat Ket.empan

(2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat [ 1 ) paling banyak berjumlah 3 ( tiga) orang calon kepala
lingkungan .

(3) Sctclah Camat mencrima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat. ( 1 ) dan ayat (2) , Camat wajib metakukan
pencil tian dan vcrifikasi usulan calon Kepala Lingkungan
tersebut .

(4 ) Sctelah dilakukan penebtian dan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) , maka Camat dapai menerbitkan
Kepuiusan Camat fentang Pengangkatan Kepala Lmgkungan
dengan tembusannva disampaikan kepada Wall Kora .
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BAB VIII
KEDUDUKAN , TUG AS , DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kcsatu
Kedudukan

Pasal 16

( I ) Ked udukan Kepala Lingkungan adalah sebagai pembamu
pelaksanaan uigas ope [Visional Kelurahan yang membawahi satu
lingktmgan .

12] Kepala Lingkungan bukan sebagai bagian dari perangktU
keluralian .

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 17

Tugas Kepala Lingkungan adalah mem bantu Lurah da lam
pcnyelenggaraan urusan pemerintahan f pembangunan , dan
pembcrdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan .

Ragian Ketiga
Fungsi

Pasal 18

Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugas sohagai mana
dimaksud pada ayat ( 1 ) mcmpimyai fungsi sebagai bcrikut :
a. pendataan kcpend udukan dan pclayanan admin istrasi

pemerin t.a han 1ain ny a;
b. pcmeliharaan kcamanan , ketert.iban masyarakat., dan kernkunan

hid up antar warga dan kebersihan lingkimgan ;
e . pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan

mengembangkan aspirasi masvarakat;

d . penggerak swadaya. gotong royong dan partisipasi masvarakat di
vvilayahnya ; dan

c. melaksanakan tugas lam yang diborikan carnal dan /atau lurah ,

sesuai dengan f'ungsinya.

BAB IX
PEMRER1 IENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

PasaJ 1 9

[ 1 j Kepala Lmgkungan diberhentikan oleh Camat alas usul Lurah .
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(2) Peinherhemian sebagaimana dimaksud pada ayat (! ) tetjadi
dalam hal Kepala Lingkungan:
a . meninggal dunia;
b. ridak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14;
c divonis pidana oleh Pengadiian yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;
d . tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 3 (tigaj buian

berturut-turut; dan
c . atas permintaan sendiri.

Pasal 20

( lj Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhendan Kepala
lingkungan dalam masa jabatannva kepada Camar melalui
Lurah .

( 2) Pemberhcntian sebagmmana dimaksud pada ayat U ) teijadi
dalam hal Kepala Lingkungan ;

a . tnelakukan tindakan yang nvata- nyata merugikan atau
merusak nama baik masyarakat setempat , kelurahan.
pemcrintah daerah , atau pemerintah;

b . berkinerja buruk ;
e. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji ;
d . bersikap otoritcr, dan tidak add terhadap inasyarakai

setempat ; dan
e . memprovokasi, membuat keonaran , memfitnah, mengadu-

domba, atau perbuatan lainnva yang mengganggu ketemban
umum dan /atau kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 21

( 1 ) Carnal dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dari
jabatannva, apabila Kepala Lingkungan yang bersangkutan
tersebut torsangkut kasus pidana yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2) Agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelcnggaraan
pemerint.ahan lingkungan, maka Catnat dapat. mengangkat
Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan untuk melaksanakan tugas
sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila:
a. kepala lingkungan tersebut berhenti dalam masa jabatannva

sebagai man a dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2 j atau Pasal 20
ayat (2) ; atau

b. kepala lingkungan tersebut diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 }.

1
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SAB X
MASA BAKT1 KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 22

(1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa bakti 3 ( tigaj tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masajabatan berikutnya.

( 2) Pengangkatan Kepala Lingkungan untuk masa bakti berikutnya
scbagaimana di -maksud pada ayat ( 1 ) hams sesuai dengan
mek anisine scbagaimana dimaksud dalam Pasal lb ,

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerab ini hers umber dari
APUD .

BAB XI 1
INSENTIF

Pasal 24

( 1 ) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan
dapat diberikan insenl.if yang bersumber dari APBD.

(2 ) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Pcmenntah Daerah sesuat dengan kemampuan keuangan daerab .

BAB XTTI
KETENTUAN PEBAL11 IAN

Pasal 25

Kepala Lingkungan yang relah diangkat dan belum habis masa
jabaiannya sebelum berlakunva Peraturan Daerab ini, tet.ap
menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerab ini mulai berlaku , maka sermia

peraturan perundang* undangan daerah yang bertentangan dengan
Peraruran Daerab ini dieabut dan dinyatakan tidak berlaku .
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Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, maka ketentuan
mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 diberikan waktu 3 (tigaj tahun untuk dilakukan penataan
lingkungannya.

Pasal 28

Peramran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

/ *
SYAIFUL'^AHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROV1NS1 SUMATERA
UTARA: (5/137/2017).


